PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH

Meiiimbang

-

Mengingat

DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya Pasal
34 ayat (1) huruf a bahwa Perumusan Kebijakan Strategis
Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dar Rencana Tats
Ruang Kawasan Strategis;

bahwa berdasarkan Peraturan Men:eri Dalain Negeri Nomor 2S
Tahun 2008 dalam rangka mendorong percepatan pengembangan
kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wiiayah,
mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan
mendorong pertumbuhan daerah teriinggal dan perbatasan perlu
dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh
di daerah;

bahwa berdasarkan maksud pada huruf a dan b diatas, perlu
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering
Ulu Timur.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturen Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahunl960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-
Ketentuan DPokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahur: 1982 Nomeor 12, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering
Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 2003 Nomor
152,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347j;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasions: {Lembaran Negara Republik

_Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahn Lembaran Negara

Republikindonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kecua.gan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesie Nomor 4436);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan a:as Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republii indonesia Tahun 2015 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor $679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4385);

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan
Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembargunan Untuk Kepentingan
Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 199€ tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Noraor 147 Tahun 2004 tentang
Pedoman Koordinasi Penataan Ruag Daerah;



19.  Keputusan Menteri Kimpraswil Noinor 327 KPTS M 2001 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang RT RW Kabupaten;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor
13 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2009 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Me :etapkan: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG

PENETAPAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT
TUMBUH ( KSCT) DI KABUPATEN OGAN KXKOMERING ULU TIMUR

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

pPwoN e

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tir:tur

Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Hupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur, _

Rencana Tata Ruang Wilayah selanjunya disirgkat RTRW adalah arahan
kebijakansanaan dan Strategi Pemanfatan Ruang Wilayah Kabupaten yang
merupakan pedoman dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan;

Wilayah adalah iuang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
.erkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
Jdan/atau aspek fungsional;

xawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya,;
<awasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karensa
mempunyai perigaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan
izeamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan;

Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah
berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangaan, jasa, dan
industri pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi
wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.

BAB 11
TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN
Pasal 2

Tujuan Penetapan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten

Ugan Komering Ulu Timur adalah :

1. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkiingan dan sebaran
kegiatan; ’

2. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian

wilayah serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonorni

daerah;



3. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi

dampak negatif terhadap lingkungan

4. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;

ut

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;

6. mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara
fungsional, dan antar daerah yang relatif sudal: herkembang dengan daerah
tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah
pengembangan ekonomi;

7. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya spesifik daerah bagi
peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang
berwawasan kelestarian lingkungan; dan

8. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan Kkeserasian
pertumbunan antar wilayah.

BAB III
PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 3

Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan lingkungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yakni Kawasan Martapura,
Daerah Tertinggal Eantaran Sungai Komering dan Kcta Terpadu Mandiri (KTM) yang
dapat ditetapkan untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbubh.

Pasal 4
Kawasan strategis cepat tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat

dipilih, apabila memenubhi kriteria adanya:

a. komitmen politik Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan DPRD Kabupaten untuk
melaksanakan pengembangan kawasan secara berkelanjutan;

(9%

potensi yang besar ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang
meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui,
kesesuaian lahan, dan ketersedian pencadangz:: lahan bagi pengembangan
investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan di dalam negeri
berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian
kawasan secara berkelanjutan;

c. potensi infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan,
jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan . telekomunikasi; serta sarana
penunjang, seperti alat angkutan/transportasi, gﬁdang, pendingin (coldstorage),
peralatan pengolahan dan distribusi, sesuai kebutuhan pengembangan bisnis
sektor dan produk uggulan di kawasan;

\

d. keterkaitan pengelolaan pembangunan antarpusat pertumbuhan, dan pusat
pertumbuhan dengan daerah tertinggal di sekitarnya dalam suatu keterpaduan
sistem wilayah pengembangan ekonomi;
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kelembagaan pengelolaan kawasan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk
unggulan kawasan, yang didukung dengan sistern dan mekanisme pengelolaan
pembangunan tahunan secara hirakhis fungsional mulai dari tingkat pusat,
tingkat provinsi, dan kabupaten/kota; dan

dukungan tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan
produk unggulan kawasan.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cenat tumbuh di Kabupaten Ogan
Koinering Ulu Timur berdasarkan pada:

a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota;

b. hasii studi kelayakan lokasi; dan

kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana Induk,
Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan.

O

Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaien Ogan
Komering sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses
koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar susunan
pemerintahan.

Penetapan Lokasi dan Rencana Induk pengembangan kawasan strategis cepat
tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dipublikasikan oleh
pemerintah daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

Pasal 6

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Ogan Komering ulu Timur
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati Ogan
Komering Ulu Timur.

BAB IV
KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 7

Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, Rencana Tindak, dan
pengeiolaan kawasan Strategis cepat tumbuh di Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur, dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah daerah.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan
keterkaitan fungsional kawasan yang akan dikernbangkan.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melibatkan
unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga
swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnys.



Pasal 8

Kerjasama  pengembangan kawasan Strategis cepat  tumbuh  antar
pemerintah  daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengembangan kawasan di wilayahnya.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur
paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara berkala atau sewaktu-wakt::
apabila diperlukan.

Pasal i0

1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Ogan Komering
Ulu Timur;

s

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur kepada
Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen terkait paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun
secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah.

BAB V1
PEMBINAAN

Pasal 12

Jalam pengembangan kawasan Strategis cepat tumbuh di Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur, pemerintah dan pemerintaly daerah bertanggungjawab
terhadap :

a. peningkatan sumber daya pengelola kawasan, serta pengelola pengusahaan
sektor dan produk unggulan;

b. penetapan kebijakan terkait  dengan nemberdayaan rnasyarakat,
pengembangan akses modal, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis, dar
iklim usaha yang kondusif; dan

c. penyediaan infrastruktur kawasan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkah.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahakan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

imuar.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 29 September 2015

PENJABAT BUPATI OGmﬂ:o RING ULU TIMUR

Diundangkan di Martapura
Pada tanggal 30 September 2015

BEKITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR



